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BAB V 
PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum janda 

terhadap pencatatan perkawinan kedua (studi kasus Nagari Tanjuang Balik 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota) maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua di 

Nagari Tanjuang Balik jika dilihat dari indikator kesadaran hukum adalah 

kesadaran hukum masih rendah karena indikator yang terpenuhi 

berdasarkan indikator kesadaran hukum hanya 1 indikator yaitu 

pengetahuan hukum  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum janda dalam 

pencatatan perkawinan kedua adalah faktor pemahaman hukum 

masyarakat, faktor ekonomi, faktor umur,  dan faktor masyarkat. 

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum janda 

terhadap pencatatan perkawinan kedua Pemerintah Nagari Tanjuang 

Balik dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penyuluhan  

yang lebih efektif kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan 

memahami pentingnya pencatatan perkawinan meskipun perkawinan 

kedua. Mengusahakan adanya penyuluhan dan sosialisasi serta kerja 

sama dengan KUA, supaya masyarakat mematuhi aturan yang berlaku 

dan mentaatinya. 

5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Untuk janda di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru agar 

lebih meningkatkan kesadaran hukum untuk taat terhadap peraturan 

pemerintah dan bagi janda yang sudah melakukan perkawinan kedua 

tetapi belum mencatatkannya hendaknya mengurus dan mencatatkannya 
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lagi agar terjaminnya hak-hak sebagai seorang istri dan hak-hak anak jika 

ada lahir anak dari perkawinan kedua. 

2. Untuk janda yang telah melakukan perkawinan kedua dan belum 

mencatatkannya sebaiknya cepat mengurus agar perkawinan yang mereka 

lakukan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.  

3. Untuk KUA dan pemerintah Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru agar lebih rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang 

pencatatan perkawinan, memberikan pengajaran dan pengatahuan kepada 

masyarakat atau kemenakannya untuk meningkatkan kesadaran hukum. 

Lakukan penyuluhan atau sosialisasi dari KUA kepada masyarakat 

mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. 
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